BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, maka peneliti

memperoleh kesimpulan bahwa:

1.

Perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota Flores Timur
pada tahun 2015-2017 cenderung mengalami peningkatan, namun
belum mencapai target yang di tetapkan. Penerimaan pajak daerah
kabupaten/kota Flores Timur dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun
2015-2017, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.966.719.690,00, tahun
2016 sebesar Rp. 9.617.825.831,00 dan di tahun 2017 sebesar
11.058.952.625,60.

Perkembangan penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota Flores
Timur pada tahun 2015-2017 cenderung mengalami fluktuasi, namun
belum mencapai target yang di tetapkan. Penerimaan retribusi daerah
kabupaten/kota Flores Timur dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun
2015-2017, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 19.816.732.991,00, di
tahun 2016 sebesar Rp. 20.339.276.353,00 dan di tahun 2017 sebesar
20.211.955.673,00.

Berdasarkan perhitungan proyeksi potensi penerimaan pajak Daerah
Kabupaten Flores Timur pada tahun berikutnya akan terjadi kenaikan
17% dan potensi penerimaan retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur

pada tahun berikutnya akan terjadi kenaikan 4%.
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4. Faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak daerah dan

Retribusi daerah di kabupaten Flores Timur adalah Pendapatan

Perkapita, dan jumlah Penduduk.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,

maka dapat di berikan saran antara lain:

1.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak daerah dan retribusi
daerah harus lebih di galakkan agar terciptanya kesadaran kolektif
sehingga masyarakat menjalankan kewajibanya demi meningkatkan
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Flores
Lebih di tingkatkan lagi fungsi kontrol dari pemerintah terhadap instansi
terkait demi terciptanya Kinerja yang lebih baik lagi sehingga untuk
tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil dari penerimaan pajak
dan retribusi daerah yang lebih optimal.

Pemerintah kabupaten/kota Flores Timur khususnya dinas yang terkait
harus mengikuti prosedur yang ada dan lebih tegas terhadap wajib pajak
melalui pemberiaan sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggar.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu meningkatkan infrastuktur dan
sarana prasarana utnuk menunjang pertumbuhan pendapatan daerah dan
perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat,
seperti pengenalan objek wisata, pameran-pameran budaya, membuat
tempat kuliner, perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga

meningkatkan PAD khususnya sektor pajak dan retrib
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